
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.352, 2022 KEMENKEU. Perjanjian Perdagangan Preferensial 

Antara Pemerintah Republik Indonesia 

Pemerintah Republik Islam Pakistan. Penetapan 
Tarif Bea Masuk. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 52/PMK.010/2022 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK 

DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM 

PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC 

REPUBLIC OF PAKISTAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perdagangan 

preferensial antara Republik Indonesia dan Republik 

Islam Pakistan, Pemerintah Republik Indonesia telah 

menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam 

rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Islamic Republic of Pakistan); 

b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan 

mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan 

Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff 

Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesuaian 
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terhadap komitmen Indonesia berdasarkan Harmonized 

System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 

2022 dalam Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Islamic Republic of Pakistan); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 

rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Islamic Republic of Pakistan); 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 
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Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Islamic Republic of Pakistan) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 236); 

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2018 tentang 

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan 

Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Islam Pakistan (Protocol to Amend 

the Preferential Trade Agreement betweeen The 

Government of The Republic of Indonesia and The 

Government of The Islamic Republic of Pakistan) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 208); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor d26/PMK.010/2022 

tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316 ); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN 

TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN 

PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM 

PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND 

THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF 

PAKISTAN). 
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Pasal 1 

(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari 

Pakistan dalam rangka Perjanjian Perdagangan 

Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade 

Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Islamic Republic of 

Pakistan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diberitahukan untuk diimpor dengan 

menggunakan klasifikasi barang berdasarkan Peraturan 

Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang 

dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. 

 

Pasal 2 

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea 

masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai 

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor 

berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan. 

(2) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum 

lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka 

Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam 

Pakistan (Preferential Trade Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Islamic Republic of Pakistan) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea 

masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang berlaku 

secara umum. 

 

 

 



2022, No.352 
-5- 

Pasal 3 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap:  

a. barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya 

telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari 

kantor pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan 

terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini; 

b. barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean 

impornya atau barang asal luar daerah pabean yang 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barangnya 

ke tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi 

khusus, telah mendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran dari kantor pabean tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya 

Peraturan Menteri ini; dan 

c. barang yang belum dikeluarkan ke tempat lain dalam 

daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

kawasan ekonomi khusus, sepanjang dokumen 

pemberitahuan pabean impornya atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan barangnya dari luar 

daerah pabean ke tempat penimbunan berikat, kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan 

ekonomi khusus, telah mendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran dari kantor pabean tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan sebelum tanggal berlakunya 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian 

Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 345) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

14/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif 

Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Preferensial antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 

Islam Pakistan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 

2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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